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ABSTRAK

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITASLAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten Mesuji)

Oleh
RIZKY PRISTIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh pengel olaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Mesuji. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal, dengan data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi duajenis yakni data primer dan data
sekunder. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan
daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Mesuji. Semakin baik pengel olaan keuangan yang dilakukan oleh
pegawal yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengelolaan |aporan
keuangan di setigp SKPD pada Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah
Sekretatiat DPRD, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Satuan Pol PP, 18 Dinas dan 5 Badan, maka akan mampu meningkatkan kualitas
laporan keuangan, begitu juga sebaliknya jika pengel olaan keuangan dari pegawal
yang mempunyai tugas dan kewgjiban di bidang pengel olaan laporan keuangan di
setigp SKPD pada Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah Sekretatiat DPRD,
Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas
dan 5 Badan rendah maka kemungkinan besar akan mampu menurunkan kualitas
laporan keuangan.

Kata Kunci: Pengel olaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan,
Kabupaten M esujji



ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AGAINST
QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT
(Study In Mesuji Regional)

By
RIZKY PRISTIAN

The objectives to be achieved in thisresearch is to know and analyze the influence
of local financial management on the quality of local government financial
statements in Mesuji Regional. The type of research used in this study is a causal
design, with data collected in this study includes two types namely primary data
and secondary data. The data analysistool used is simple linear regression.
Based on the results of research can be concluded that the management of local
finance has a positive effect on the quality of local gover nment financial reports
Mesuji Regional. The better the financial management performed by employees
who have duties and obligations in the field of management of financial
statements in each SKPD in Mesuji Regional Secretariat Sekretarisat Regional
DPRD, Korpri Secretariat, Secretariat General Election Commission, Satuan PP
PP, 18 Dinas and 5 Agency, it will able to improve the quality of financial
statements, and vice versa if the financial management of employees who have
duties and obligationsin the field of management of financial statementsin each
KPD in Mesuji Regional Secretariat Sekretatiat DPRD, Korpri Secretariat,
Secretariat of the General Election Commission, Satuan Pol PP, 18 Dinasand 5
lower Bodies then most likely will be able to reduce the quality of financial
statements.

Keywords. Regional Financial Management, Quality of Financial Statement,
Mesuji Regional
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[. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengel olaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami
perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan lebih luas kepada
pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah kel eluasaan dalam
mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target pengguanaan

anggaran.

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat
pada erareformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan
pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh
pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang
bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah
terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD
merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karenaitu

setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.



Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengel olaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung-
jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat
diandalkan (rliable) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah N0.58 Tahun 2005 tentang Pengel olaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk memudahkan
teknis pelaksanaannya, padatanggal 5 April 2007 lalu, pemerintah telah

mengel uarkan segjenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)
melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang “Pedoman
Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” untuk memperinci Permendagri 13.
Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disgjikan sesuai dengan SAP (Standar
Akuntansi Pemerintahan). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan
bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan
pelayanan publik, baik secaralangsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh

karenaitu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Selaku Pemegang K ekuasaan Pengel olaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala
daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendel egasikan sebagian

kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD



membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk
pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi
berupa |aporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting
entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses
akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengel ola K euangan Daerah sebagai
bentuk pertanggungjawaban pengel olaan keuangan daerah. Kertas kerja/Laporan
keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan K euangan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Dinas Pendapatan sebagal salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Mesuji sekaligus
sebagal pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas
kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K euangan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa K euangan
Perwakilan Provinsi Lampung bahwa |aporan keuangan Kabupaten Mesuji pada
tahun 2010 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), padatahun
2011 dan 2012 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), pada

2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan padatahun



2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (www.bpk.go.id,

2015).

Hasil pemeriksaan |aporan keuangan di Kabupaten Mesuji seperti hasil di atas,
menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan padatiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) termasuk dalam kategori belum optimal. Opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar
informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah sgji material, kecuali untuk
rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sedangkan opini Tanpa
Memberi Pendapat (TMP) yaitu diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah
laporan keuangan wajar atau tidak wajar, hal ini disebabkan auditor tidak bisa
memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan

menyatakan |aporan sudah disgjikan dengan wajar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan yang dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mesuji dengan judul
“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas L aporan

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten M esuji)”.

1.2 Rumusan M asalah

Berdasarkan uraian latar belakang masal ah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah pengel olaan keuangan

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Mesuji ?”.



1.3 Tujuan Pen€litian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh pengel olaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan

di Kabupaten Mesuji.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai

berikut:

1. Bagi penulis. Pendlitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan
wawasan terutama penerapan teori yang diperoleh selama studi dalam bidang
akuntansi pengel olaan keuangan daerah.

2. Bagi Akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi secara umum,
khususnya pada bidang akuntansi.

3. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji. Penelitian ini dapat
digunakan sebagal masukan dan bahan evaluasi dalam rangka menjaga dan

meningkatkan kinerjadi bidang pengel olaan keuangan daerah.



[I. LANDASAN TEORI

2.1 Teori yang Dipakai

211 Teori Entitas

Teori yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan dalam penelitian ini
adal ah teori entitas, hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan catatan
informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kinerja dari entitas tersebuit.

Teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (1962) dalam Santoso (2008),
dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha
ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya
terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan
kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang
akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan
keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan katalain, kesatuan usaha
menjadi kesatuan pel apor (reporting entity) yang bertanggungjawab kepada
pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan

keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Daam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas

telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-



undangan melalui penjelasan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : tiap-tiap
kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanyawajib
menyel enggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Santoso, 2008). Dalam penyajian
Informasi Akuntansi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disgjikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-
Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1.2 Teori Kegunaan-K eputusan (Decision-Usefulness Theory)

Menurut Staubus (2000) dalam Anthony dan Govindarajan (2005), teori
kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory) informasi akuntansi telah
dikenal sgjak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka
konseptual Financial Accounting Sandard Boards (FASB), yaitu Statement of
Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Pada
tahap awal, teori ini dikenal dengan namalain yaitu a theory of accounting to
investors. K egunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-

komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar



cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang

akan menggunakannya.

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan
dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang
menggambarkan kinerjafinansia dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori
kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah
yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat
bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah-
kaidah yang harus terpenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan
keuangan yang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya

yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K euangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua
Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan
pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih
penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengel olaan sumber daya

keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada



masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan
akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan
pemerintah pada umumnya dan proses pengel olaan keuangan daerah pada
khusunya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan
dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut

dengan analisis prestasi pengel olaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengel olaan K euangan Daerah,

K euangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebui.
Masih menurut PP No. 58 Tahun 2005, pengel olaan keuangan daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan

pel aporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Terwujudnya
pel aksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisisen, salah satunya
tergantung pada pengel olaan keuangan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pengel olaan keuangan daerah tak lagi bertumpu atau
mengandalkan Bagian K euangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota sgja.
Tapi, dalam Permendagri itupun disebutkan, setiap Satuan Perangkat Kerja
Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang

kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan.
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Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan
Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagal
berikut: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah”.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan K edua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan Daerah ini meliputi kekuasaan

pengel olaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang melipuiti
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Pengel olaan keuangan daerah yang diatur dalam
peraturan menteri ini meliputi azas umum dan struktur APBD, penyusunan
rancangan APBD, penetapan APBD,penyusunan dan penetapan APBD bagi
daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD,
pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan

pengel olaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengel olaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan
APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan

pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD
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mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pel aksanaan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun
oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat incramental
menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi. Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka
dengan menyusun, merencanakan, mel aksanakan, melaporkan,
pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan daerah berkaitan dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim,2002:12).

Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (2002:7)
mengemukakan sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah merupakan

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Menurut Bastian (2001:70-71) mengatakan bahwa sesuatu anggaran yang telah
direncanakan dengan baik, hendaknya disertai dengan pel aksanaannya yang tertib
dan disiplin, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara berdaya guna dan

berhasi| guna.

Sumarsono (2010:121) mengemukakan bahwa pelaksanaan keuangan daerah
adalah semua hak dan kewagjiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
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Mardiasmo (2002:14) mengemukakan bahwa tujuan dari pelaksanaan dan

pengelolaan keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

meliputi:

a. Tanggung jawab.

b.

C.

d.

e.

Mampu memenuhi kewajiban keuangan.
Kejujuran.
Hasil guna.

Pengendalian.

2.2.2 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada aspek Pemerintahan setiap entitas pasti selalu berkaitan bahwa Pemerintah

Pusat tedapat Pemerintah Daerah. Pembentukan dan pengel olaannya disesuaikan

dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. Pokok-pokok

pengel olaan keuangan daerah sama halnya dengan pengel olaan keuangan negara

(Halim, 2002), yang terdiri atas tiga tahapan yaitu :

a.  Perencanaan APBD

Input yang digunakan berupa hasil aspiras masyarakat yang telah digjukan
kepada Dewan dan Eksekutif, yang kemudian aspirasi tersebut ditelaah lebih
rinci dalam usulan kegiatan. Unit kerja yang diproses Standar Analisa Belanja.
Sehingga setiap kegiatan yang digjukan mencerminkan target kinerja karena

telah diproses dengan wajar.
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b. Pelaksanaan APBD
Input berupa output dari tahap perencanaan berupa APBD. APBD yang telah
ditetapkan, kemudian dil aksanakan dengan sistem akuntansi yang telah
disesuaikan untuk dokumentasi pencatatan |aporan pelaksanaan APBD oleh
Eksekutif.
c. Pengendalian APBD
Input berupa laporan keuangan APBD yang kemudian diproses dengan
mengevaluasi pertanggungjawaban K epala Daerah yang menghasilkan output
berupa hasil keputusan evaluasi, penerimaan, dan penolakan terhadap laporan

pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Secaraumum APBD dapat dilihat dari empat sisi, berupa:
1) SiklusAPBD

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dibagi menjadi:

a) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang bermula dari
proses Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada prinsipnya
adalah melakukan penambahan, pengurangan, dan perpindahan anggaran.

b) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pengelolaan
keuangan daerah dilakukan dengan penyusunan:
(1) Daftar Isian Kegiatan Daerah/Daftar isian proyek daerah;

(2) Surat Permintaan Pembayaran;
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(3) Surat Keputusan Otoritas yang merupakan bukti tindakan kepala
daerah yang akan mengakibatkan pembebanan pada Anggaran Belanja
Daerah;
(4) Surat Perintah Membayar Uang;
(5) Surat Pertanggung Jawaban;
(6) Laporan Harian.
2) Mekanisme APBD
M ekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat ditinjau dari:
a) Pendapatan
Rencana pendapatan yang sudah ditetapkan dibagi berdasarkan
kemungkinan realisasinya dalam bentuk Anggaran Kas. Realisasi dari
pendapatan daerah masuk ke dalam kas daerah.
b) Belanja
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah dibagi menjadi belanja
rutin dan belanja pembangunan.
3) Fungs APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah dapat dilihat dari fungsi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menganut sistem:
a) Pengurusan Administrasi
Wewenang dalam rangka mengadakan tindakan-tindakan dalam rangka
penyel enggaraan rumah tangga daerah yang mengakibatkan pengel uaran-

pengel uaran yang membebani anggaran.



b)
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Pengurusan K ebendaharawan
Wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengel uarkan

uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada

kepala daerah.

4) Struktur APBD

Dan strukturnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat dari

pendapatan dan belanja. Pendapatan dibagi ke dalam bagian-bagian, bagian

dibagi menjadi pos, pos dibagi menjadi ayat. Sedangkan belanja dapat dibagi

menjadi belanja rutin dan belanja dapat dibagi menjadi belanja rutin dan

bel anja pembangunan. Sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a)

b)

2.2.3

Pendapatan Adli Daerah Sendiri

(1) Hasil Pajak Daerah;

(2) Hasil Retribusi Daerah;

(3) Bagian Laba Perusahaan Daerah;

(4) Lain-lain usaha daerah yang sah.

Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah

(1) Sumbangan dari pemerintah

(2) Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan yang sah.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan, Iswahyudi dan Rahmawati (2007), mengatakan bahwa

prinsip akuntansi dan pel aporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang
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dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar,
penyelenggara akuntansi dan pel aporan keuangan dalam melakukan kegiatannya,
serta pengguna laporan keuangan dalam memahami |aporan keuangan yang
disgikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pel aporan
keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi
mengungguli bentuk, perioditas, konsistens, pengungkapan lengkap, dan
penyajian wajar.

a Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah
basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasiona (LO), beban,
aset, kewagjiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan
disgikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib
menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk laporan operasional (LO)
berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan
telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau ol eh entitas pel aporan dan beban diakui pada saat
kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pel aporan. Pendapatan seperti bantuan pihak

luar/asing dalam bentuk jasa disgjikan pula pada laporan operasional (LO).

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka
Laporan Readlisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti

bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima
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di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta
belanja, transfer dan pengel uaran pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian,
bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka

LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui
dan dicatat pada saat terjadinyatransaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar
nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada
saat perolehan. Kewagjiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pel aksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis Iebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karenalebih
obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis,

dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Redlisasi (Realization)
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan
melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk

membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan
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Realisasi Anggaran masih merupakan |aporan yang wajib disusun, maka
pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran

dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue
principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan

sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substanss Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, makatransaksi atau peristiwalain
tersebut perlu dicatat dan disgjikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substans transaksi
atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka
hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

e. Periodisitas (Periodicity)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan
posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang
digunakan adal ah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan

semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistens (Consistency)
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Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari
periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
Hal ini tidak berarti bahwatidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai
dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu
memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas
perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan.

. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

L aporan keuangan menyajikan secaralengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna |l aporan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) |aporan keuangan atau Catatan

atas L aporan Keuangan.

. Penygjian Wajar (Fair Presentation)

Terdapat beberapa pertimbangan menyeluruh yang dijelaskan di dalam PSAK
101 dalam menyajikan laporan keuangan, salah satunya adalah penyajian
secarawajar. Dimana dalam PSAK 101 paragraf 16 bahwa laporan keuangan
harus menyajikan secarawajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus
kas entitas dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas L aporan Keuangan. Informasi lain

tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun
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pegungkapan tersebut tidak diharuska oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan.

Istilah wajar sendiri merupakan istilah yang memang sudah jelas ada di dalam
Akuntansi Konvensional. Dimanawajar disini biasanya di dalam sebuah
instansi terkait dengan adanya tingkat materialitas yang digunakan dalam

membuat |aporan keuangan dan juga terkait dengan pemilihan metode-metode

yang digunakan dalam menghitung komponen di dalam Iaporan keuangan.
Maksud dari materialitas sendiri yakni besarnyainformas akuntansi yang
apabilaterjadi penghilangan atau salah sgji, dilihat dari keadaan yang

melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang

yang meletakan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

Faktor pertimbangan sehat dalam rangka penyajian wajar, diperlukan bagi
penyusun |aporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. K etidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan
hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur
kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian
sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban
tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan
sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi,

sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja
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mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan

keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Definisi dan Konsep Laporan Keuangan

L aporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang
disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang
memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan

perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7) laporan keuangan merupakan
bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya
meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan
(yang disgjikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian

integral dari laporan keuangan.

L aporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum
laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya.
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Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan
keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.
Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan
dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk

kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2002:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk
dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan
formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas
dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non

finansid.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan
media untuk mengkominikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak
eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat |aporan

serta aktivitas-aktivitas.

Pengguna |l aporan keuangan pemerintahan menurut International Federation of
Accountans-Public Sector Committee (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai
berikut:
1. Badan legidatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan
mengawasi.
Badan legidatif merupakan pengguna utama dari |aporan keuangan
pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang

dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus
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sumber-sumber, ketaaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan,
dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat
Rakyat merupakan kel ompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari
para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai
ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

3. Investor dan kreditur
Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada
investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian
kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi
kewajiban pada komitmentnya.

4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain
Seperti parainvestor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional,
dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan
pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana
dan kebijakan-kebijakan.

5. Analisis ekonomi dan keuangan
Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan
menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai
laporan yang lain. M ereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan

keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh

suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang
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dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar
pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda

seperti ekonomi, sosial, bahkan politik.

2.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis beesar, tujuan umum

penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi, sosial dan politik serta sebagal bukti pertanggungjawaban
(accountability) dan pengelolaan (stewardship).

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluas kinerja

mangjerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah

daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran
kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit
pemerintah.

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi
ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di
dalamnya.

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya
dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan

ketentuan lain yang disyaratkan.
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4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk
memprediksi pengaruh pemilikkan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi
terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevauas kinerjamangjerial dan

organisasional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan

pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun

politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
keuangan.

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagai mana entitas pel aporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pel aporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak

dan pinjaman.



6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pel aporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan / ekonomi,

transfer, pembiayaan, sisalebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran
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lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewgjiban, ekuitas, dan arus

kas suatu entitas pel aporan.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

L aporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

1) Laporan Redisasi Anggaran (LRA)

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3) Neraca

4) Laporan Operasiona (LO)

5) Laporan Arus Kas (LAK)

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1. Laporan Redlisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
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satu periode pel aporan.Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan
Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan
pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a)
Pendapatan-LRA adal ah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum daerah atau ol eh entitas pemerintah lainnya yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengel uaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau
pengel uaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pel aporan
lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (financing)
adal ah setiap penerimaan/pengel uaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan
bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara
lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengel uaran pembiayaan
antaralain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian

pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikkan
atau penurunan Saldo Anggaran L ebih tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnnya.

3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pel aporan mengenai
aset, kewagjiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh
neracaterdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat
dijelaskan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sgjarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang
timbul dari peristiwa masalalu yang penyel esaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasiona
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pelaporan.Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional
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terdiri dari pendapatan-L O, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-
masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-L O adalah hak
pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) beban
adal ah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai penguran nilai kekayaan
bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang
dari/oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan
luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi
yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi,
dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama
periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari
penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai
berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang
keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
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7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi
lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian |aporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan
K euangan mengungkapkan / menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
(a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi. (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan
ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama
tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi transaksi dan kejadian-ke adian penting lainnya. (€) Menyajikan
rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disgjikan padalembar laporan
keuangan. (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disgjikan dalam lembar muka
laporan keuangan. (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disgjikan dalam lembar muka |laporan

keuangan.
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2.3.4 KualitasLaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat
memenuhi kualitas yang dikehendaki.
1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabilainformasi yang termuat di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwamasalau atau masakini dan memprediksi masa depan
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masalalu. Dengan
demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan
maksud penggunanya .
Informasi yang relevan adalah:
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi
ekspektas di masalalu.
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan

datang berdasarkan hasil masalalu dan kejadian masakini.
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c. Tepat waktu
Informasi disgjikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin
yaitu mencakup semuainformasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir
informasi utama yang termuat dalam |aporan keuangan diungkapkan
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat

dicegah.

2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secarajujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya
tidak dapat diandalkan maka penggunainformasi tersebut secara potensial
dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai
berikut:
a. Penyagjian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaks serta peristiwa lainnya
yang seharusnya disajikan atau yang secarawajar dapat diharapkan untuk

disgjikan.
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b. Dapat diverifikas
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilinya
tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
c. Netrditas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam |aporan keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan |aporan keuangan periode sebelumnnya atau laporan
keuangan entitas pelaporan lain pada umummnya. Perbandingan dapat
dilakukan secarainternal dan eksternal. Perbandingan secarainternal dapat
dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas
pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada

periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk sertaistilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki



pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
pel aporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

2.4 Pendlitian Terdahulu

Tabel 1. Pendlitian Terdahulu

No Nama Kesimpulan

1. | Andiani (2012) (1) Sistem pengelolaan keuangan daerah
berpengaruh terhadap fungsi pengawasan
keuangan daerah di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan t
hitung 3,603 dan p = 0,001);

(2) Implementasi sistem akuntansi keuangan
daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan
keuangan daerah di Dinas Pendapatan,

Pengel olaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan t
hitung 5,289 dan p = 0,000). Hal ini berarti seluruh
hipotesis dalam penelitian ini terdukung statistik.

2. | Charolina (2013) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh
positif terhadap kualitas |aporan keuangan KPU
se-provinsi Bengkulu, hasil penelitian juga
menunjukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh
positif terhadap kualitas |aporan keuangan KPU
se-provinsi Bengkulu.

2.5 Kerangka Pemikiran

Terciptanya pemerintahan yang baik (Good Gover nance) merupakan cita-cita
semua bangsa, tak terkecuali Indonesia.Untuk menciptakan suatu pemerintahan
yang baik, diperlukan suatu sistem yang bisa mengatur kehidupan masyarakat

dalam segala bidang, baik sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Di
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Indonesia sendiri telah banyak dikeluarkan Undang-Undang untuk mengatur

segala bidang kemasyarakatan guna terciptanya good gover nance.

Salah satunya undang-undang yang mengatur tentang bidang ekonomi, khususnya
pengel olaan keuangan Negara. Munculnya berbagai masalah terkait dengan
Pengel olaan Keuangan Negaramulai dari penyel ewengan anggaran sampai pada
masal ah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
telah menarik perhatian pemerintah untuk menciptakan suatu perundang-

undangan untuk memudahkan dalam penyel esaian segala masalah yang ada.

Khusus dalam penyel esaian masal ah tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah Dagerah, telah dikeluarkan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K euangan Pusat dan daerah, dan
aturan pel aksanaannya, khusunya PP Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diubah
menjadi UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara maka terhitung tahun anggaran 2001, diharapkan terjadi pembaharuan di

dalam manajemen keuangan Daerah. Salah satunya adalah Laporan Keuangan.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu standar
akuntansi. Penerapan standar akuntansi Pemerintahan suatu Negara akan sangat
bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara yang
bersangkutan. Untuk negara Indonesia telah dikemukakan dalam Pasal 32 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara dan Pasal 184

ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesual dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah”. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD),
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi
pemerintah. Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas
harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk laporan
keuangan pada umumnya terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat

normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka
variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu
kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir

Pengel olaan Keuangan Kualitas Laporan
Daerah Keuangan

A 4
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2.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum
dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistik untuk
menganalisisnya. Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan

diuraikan mengenai penelitian terkait yang telah dibuktikan kebenarannya.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas
orang-orang yang mel aksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus
menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut
harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu
dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dengan adanya
fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses
penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai
kepada laporan keuangan semua tel ah tersistem dengan menggunakan
komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan
menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan
laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan
dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang

tepat waktu.

Upaya pengelolaan keuangan di daerah, maka pemerintah daerah yang telah
mel akukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baik yang
didasarkan pada basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli

bentuk formal, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar
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akan mampu berdampak pada |aporan keuangan pemerintah daerah yang

berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diagjukan dalam
penelitian ini sebagai berikut :
Ha= Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten M esuji.



[11. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populas

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelgari, dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah pegawai
yang mempunyai tugas dan kewgjiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di
setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah, Sekretatiat DPRD,
Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas

dan 5 Badan, dengan total pegawai sebanyak 84 orang.

3.1.2 Sampd

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto (2012) apabila
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannyajuga

disebut studi populas atau studi sensus.
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Arikunto (2012) bahwa apabila subjeknya lebih dari 100 maka
sampelnya dapat diambil 10-15% atau 20-25% dan apabila kurang dari 100 maka
dapat digunakan cara sensus. Dengan demikian, maka penelitian ini akan

mengambil seluruh populasi yaitu 84 pegawai.

3.2 Data Pendlitian

3.2.1 Jenisdan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif
dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan suatu alat ukur
tertentu, yang diperlukan untuk keperluan analisis secara kuantitatif yang
berbentuk angka-angka seperti rekapitulasi jawaban responden terkait dengan
kuisioner penelitian. Sedangkan data kualitatif adalah jenis data yang tidak
berbentuk angka-angka (data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar)
tetapi berupa penjelasan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu

pengel olaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder.

1. Dataprimer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan
melalui metode wawancara dengan menggunakan kuisioner yang telah
disiapkan sebelumnya. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama

(responden) yang telah ditentukan dalam hal ini bersumber dari pegawai yang
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mempunyai tugas di bidang penyajian laporan keuangan pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Mesuji.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung
(sumber kedua), umumnya diperoleh melalui badan/dinas/instansi yang
bergerak dalam proses pengumpulan data baik instansi pemerintah maupun
swasta. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pengawasan
Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, dan lembaga lainnya

yang terkait dengan objek penelitian.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelgjari literatur-
literatur; buku-buku, koran, peraturan perundangan dan lain-lain yang
menyangkut kajian penelitian yaitu pengel olaan keuangan dan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

2. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
langsung ke lokasi yang telah ditentukan melalui:

a. Observas, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung
dan mencatat informasi-informasi dari seluruh SKPD di Kabupaten
Mesuji.

b. Wawancara, yaitu kegiatan mengumpulkan data melalui tanya jawab

secaralangsung antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan
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penelitian ini baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun
pihak-pihak yang akan dihubungi yaitu Pegawal Kabupaten Mesuji.

c. Angket, yaitu sgjumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi atau data dari responden mengenai masalah yang
diteliti. Angket ini dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan
tertulis yang dilengkapi dengan jawaban yang dapat dipilih oleh responden

dari setiap SKPD di Kabupaten Mesuji.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat (Dependent Variabel) adalah kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Dimensi-dimens dari kualitas |aporan keuangan antaralain :

a Relevan

b. Andal

c. Dapat dibandingkan

d. Dapat dipahami

3.3.2 Variabel Bebas (I ndependent Variable)

Variabel bebas (Independent Variabel) adalah pengel olaan keuangan. Penerapan
Pengel olaan keuangan yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
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dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut. Dimensi dari pengelolaan keuangan tersebut antaralain :

a Basisakuntans

b. Nila historis

c. Substansi mengungguli bentuk formal

d. Perioditas

e. Konsistens

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

sehingga dapat memenuhi
tujuannya (Afiah, 2009).

Variabel Definisi Operasional Dimensi KN_or_nor
uisioner
Pengelolaan | Semuahak dan kewagjiban | 1. Basis akuntans 1,2
keuangan (X) | daerah dalam rangka 2. Nilai historis 34
penyelenggaraan 3. Substansi 5,6
pemerintahan daerah yang mengungguli bentuk
dapat dinilai dengan uang | 4. Perioditas 7,8
termasuk di dalamnya 5. Konsistensi 9,10
segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan
hak dan kewagjiban daerah
tersebut (Sumarsono,
2010: 121)
Kualitas Merupakan ukuran- 1. Relevan 12
Laporan ukuran normatif yang 2. Andal 34
Keuangan perlu diwujudkan dalam | 3. Dapat dibandingkan 5,6
(Y) informasi akuntansi 4. Dapat dipahami 7,8

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Uji cobainstrumen diberlakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang

digunakan tersebut benar-benar valid, yang dimaksud valid adalah data yang
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terkumpul sesuai dengan data yang ada di lapangan, sedangkan yang dimaksud
reliabel adalah untuk mengetahui apakah suatu aat ukur yang digunakan mampu
memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu dan tempat yang
berbeda. Untuk uji coba, maka perlu diperhatikan beberapa cara dan pelaksanaan
uji coba. Setelah diadakan uji cobainstrumen, untuk mengetahui dan memilih
butir-butir item yang valid, jika butir-buitr tersebut valid, maka butir tersebut
dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Uji coba instrumen yang
dilakukan melalui uji validitas dan redlibilitas instrumen.
1. Uji Validitas Angket
Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen,
maka dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Menurut
Ghozali (2009) uji validitas adalah suatu aat yang digunakan untuk mengukur
valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan
pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner. Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila
nilai 1 hitung l€0IN besar atau sama dengan r tape. Untuk menentukan nilai 1 hiwng,
dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai Coorrected Item-
Total Correlation. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :
a  JiKar niung > I tabe, Maka kuiseoner valid

b. Jikar niwng < I tapet, Maka kuesioner tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Angket
Reliabilitas menurut Ghozali (2009) adalah alat ukur untuk mengukur suatu

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung
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tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus Alpha
Cronbach Reliabilitas merupakan tingkat keandalan aat ukur (kuesioner).
Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-
ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara
mengukurnya dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach dimana pada
pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika
nilai Cronbach Alpha pada kuisioner > 0,6 maka variabel tersebut dinyatakan

reliabel (Ghozali, 2009).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak
(Ghozali, 2009). Model regres yang baik adalah memiliki distribusi data
normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan
melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik

histogram dan kurva penyebaran P-Plot.

Untuk Uji K-Syakni jikanilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi
0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnyaitu uji
normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan grafik histogram,
yakni jika pola penyebaran memiliki garis norma maka dapat dikatakan data

berdistribusi normal.
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2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejalakorelasi antara variabel
independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model
regresi yang baik seharusnyatidak terdapat korelasi di antara variabel
independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan
melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. JikaVIF > 10
dan nilai tolerance < 0,10 makaterjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali,

2009).

. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan

yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak
heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya polatertentu
pada grafik scatterplot. Jikatitik-titik yang ada membentuk suatu polatertentu
yang teratur (bergelombang), makaterjadi heteroskedastisitas. Jikatidak ada
polayang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada

sumbu Y, makatidak terjadi heteroskedastisitas.

. Uji Autokorelasi
Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar anggota
sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga

munculnya suatu data pengamatan dipengaruhi oleh data sebelumnya. Dalam



penelitian ini bilaterjadi Autokorelasi, berarti kualitas laporan keuangan

selain dipengaruhi oleh variabel independen juga dipengaruhi oleh kualitas

laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Tabd 3. Kriteria Autokorel asi

a7

dan negatif

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi Tolak O<d<dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision di<dl <du
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl <d<4
Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4-du<d<4-d
Tidak ada autokorelasi, positif, Tidak ditolak du < d < 4-du

Sumber : Ghozali, 2009

3.5 Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan

rumus regresi linier sederhana dengan rumus sebagai berikut :

Y =a+bX +et

Keterangan:

Y = Kualitaslaporan keuangan
a = Konstanta

b = Koefisienregresi

X = Pengelolaan keuangan

= Errot term
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Menurut Sugiyono (2010) harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai
berikut:
e Y —b.(EX) b_any—(Zx)(Zy)

n ny x2 (> xf

Guna menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Hipotesis Alternatif (Hz)

sebagal berikut:

Ho : r <0 Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap
kualitas |aporan keuangan Kabupaten Mesuji.

Ha : r#0 Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan Kabupaten Mesuji.

Uji t untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan

rumus:

{ =y n-2
1-(r)?

Keterangan :

t =Pengujian koefisien korelasi
r = Koefisien korelas parsial

n = Jumlah sampel yang diteliti
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesmpulan

Peneliatian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh

pengel olaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Mesuji.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan
yaitu adanya pengaruh positif pengel olaan keuangan daerah terhadap kualitas
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. Semakin baik

pengel olaan keuangan yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan
kewajiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di setiap SKPD pada
Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah Sekretatiat DPRD, Sekretariat Korpri,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas dan 5 Badan, maka
akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, begitu juga sebaliknyajika
pengel olaan keuangan dari pegawal yang mempunyai tugas dan kewajiban di
bidang pengel olaan laporan keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesujji
yaitu Sekretariat Daerah Sekretatiat DPRD, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas dan 5 Badan rendah maka

kemungkinan besar akan mampu menurunkan kualitas |aporan keuangan.
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5.2 Keterbatasan Pendlitian

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan,

antaralain:

1.

K eterbatasan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian secara
langsung berdampak pada pengumpulan data di |apangan, wal aupun pada
akhirnya kuisioner dapat kembali dan diisi secaralengkap dan benar oleh
responden penelitian.

K eterbatasan waktu penelitian sehingga peneliti tidak dapat terlalu

memaksimalkan data yang diperoleh.

53 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adal ah:

a

5.4

Penelitian selanjutnya, hendaknya mel akukan penyebaran kuisioner melebihi
dari jumlah sampel penelitian, sehingga dapat meminimalisir jumlah kuisioner
yang kembali dan dinyatakan lengkap.

Penelitian selanjutnya, agar mampu menghemat waktu penelitian maka ruang
lingkup tempat penelitian harus dipersempit seperti instansi yang berwenang

mengawasi pengel olaan keuangan seperti Inspektorat Daerah.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelusuran setiap item variabel penelitian maka dapat

dirumuskan implikasinya sebagai berikut :

1

Pegawai yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengel olaan |aporan

keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji sebaiknya mencatat semua



transaks atau peristiwa akuntans dicatat secara konsisten sesuai dengan
aspek formalitasnya, sehingga mampu meminimalisir tingkat kesalahan
dalam pengel olaan keuangan daerah.

Pegawai yang mempunyai tugas dan kewgjiban di bidang pengel ol aan |aporan
keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji hendaknya menyel esaikan
laporan keuangan secara tepat waktu, sehingga proses revisi apabilaterjadi

kesalahan akan cepat diperbaiki.
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